BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 94 /PMK.07/2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD)
TA.2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-
19 Dan Dampaknya, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan
anggaran pendanaan untuk penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di daerah masing-masing;

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pada kondisi tertentu,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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11,

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 /PMK.07/2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan
Dana Desa (TKDD) TA.2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun
2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor
01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.






MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah ....... Rp. 131.358.390.527

b. Pendapatan Transfer sejumlah ............ Rp. 1.113.623.232.636

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 74.156.542.682
SEJUMIAR ..ovvommmosmenmnes cormomnmamasavssnsnanssmmes

Jumlah Pendapatan............ccooeeviiniiniannen. Rp. 1.319.138.165.845

2. Belanja Daerah
a. Belanja Operasi

1) Belanja pegawai sejumlah ............... Rp. 608.653.719.287
2) Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp. 314.460.425.191
sejumlah ........ccooiiiiiiiiiii
3) Belanja Hibah sejumlah ................... Rp. 68.189.439.063
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.690.000.000
gejumlah.. . .cooorneneississssnssnsnmsrammensamaans
Total Belanja Operasi........cccoeevneennens Rp. 992.993.583.541
b. Belanja Modal
1) Belanja Belanja Modal Tanah Rp. 1.378.724.000
SEINMIAN ...ccvimsimsssvmmmsmmapsrersysoeeavediis
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 42.315.510.154
SEIUMIAN oucvrsnmsmmnpersusoesesessssnininmmmunes
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 102.615.815.977
sejumlah ........c..c..coeen
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Rp. 80.419.927.801
Irigasi sejumlah ............ccooii
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 454.610.200
210 5901 F: 1 5 SRR SRS
Total Belanja Modal......................... Rp. 227.184.588.132
c. Belanja Tidak Terduga
1) Belanja Tidak Terduga sejumlah ..... Rp. 8.504.955.600
Total Belanja Tidak Terduga............. Rp. 8.504.955.600
d. Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil sejumlah ............ Rp. 0.00
2) Belanja Bantuan Keuangan sejumlah. Rp. 259.533.981.185

Total Belanja Transfer....................... Rp. 259.533.981.185






Jumlah Belanja Daerah... . oo Rp. 1.488.217.108.458

Surplus/ [Defigit)....coomsmsnssnsssumsmsapsnsasans Rp. (169.078.942.613)
3. Pembiayaan Daerah :
e REDETIMAETY oo someomssnisn st sy Rp. 180.949.982.113
. PERPCIUABEIT. .coo w coneresmsyss marcarssassesisessn Rp. 11.871.039.500
Pembiayaan Netto...... Rp. 169.078.942.613
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0

Tahun Berkenan .........cccoeveevvenennn...

2. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal '3 -0g - 202

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 13- 09 - 202
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR __ 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

\e

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA (III/c)
NIP. 198707042011011008



